GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

PERATURAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
NOMOR 7 TAHUN 2021

TENTANG
TATA CARA KERJA SAMA
BADAN LAYANAN UMUM DAERAH
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH PROF. DR. W. Z. JOHANNES KUPANG
DENGAN P.IHAK LAIN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 91 ayat (6)
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018
tentang Badan Layanan Umum, perlu menetapkan
Peraturan Gubernur tentang Tata Cara Kerja Sama Badan
Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Prof.
Dr. W. Z. Johannes Kupang dengan Pihak Lain;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang
Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa
Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
1649);

2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang
Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5063);

3. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah
Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 5072);




. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah
dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang
Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011
tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019
Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6398);

. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang
Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6573);

. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005
Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012
tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor
23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Badan Layanan
Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5340);

. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang
Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor
80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum
Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019
Nomor 157);



8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018
tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG TATA CARA KERJA

SAMA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH RUMAH SAKIT
UMUM DAERAH PROF. DR. W. Z. JOHANNES KUPANG
DENGAN PIHAK LAIN.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Bagian Kesatu
Batasan Pengertian dan Definisi
Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1.

2.
3.
4

10.

del s

Daerah adalah Provinsi Nusa Tenggara Timur.

Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur.
Gubernur adalah Gubernur Nusa Tenggara Timur.

Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD
adalah Kepala OPD yang mempunyai tugas melaksanakan Pengelolaan
APBD dan bertindak sebagai Bendahara Umum Daerah.

Rumah Sakit Umum Daerah Prof. DR. W. Z. Johannes Kupang yang
selanjutnya disingkat RSUD adalah rumah sakit milik Pemerintah
Provinsi Nusa Tenggara Timur.

Direksi Rumah Sakit Umum Daerah yang selanjutnya disebut Direksi
adalah Direksi RSUD Prof. DR. W. Z. Johannes Kupang yang terdiri dari
Direktur dan Wakil Direktur.

Direktur Rumah Sakit Umum Daerah yang selanjutnya disebut Direktur
adalah Direktur RSUD Prof. DR. W. Z. Johannes Kupang.

Wakil Direktur Rumah Sakit Umum Daerah yang selanjutnya disebut
Wadir adalah Wakil Direktur RSUD Prof. DR. W. Z. Johannes Kupang
yang terdiri dari Wadir Pelayanan, Wadir Keuangan dan Umum dan
Wadir Penunjang Pelayanan.

Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah
Sistem yang diterapkan oleh unit pelaksana teknis dinas/badan daerah
dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai
fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari
ketentuan pengelolaan daerah pada umumnya.

Dewan Pengawas adalah Dewan Pengawas Rumah Sakit Umum Daerah
Prof. DR. W. Z. Johannes Kupang.

Kerja sama adalah kerja sama RSUD dengan pihak lain yang bersifat
teknis dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.

B




Bagian Kedua
Maksud dan Tujuan
Pasal 2
(1) Maksud ditetapkan Peraturan Gubernur ini adalah sebagai pedoman bagi
RSUD dalam melakukan kerja sama dengan pihak lain.
(2) Tujuan ditetapkan Peraturan Gubernur ini adalah agar RSUD dapat
melakukan kerja sama guna peningkatan pelayanan kepada

masyarakat.

Bagian Ketiga
Ruang Lingkup
Pasal 3
Ruang lingkup Peraturan Gubernur ini meliputi:
a. prinsip kerja sama,;
b. jenis kerja sama;
c. pendapatan; dan

d. tata cara kerja sama.

BAB II
PRINSIP KERJA SAMA
Pasal 4
(1) BLUD dapat melakukan kerjasama dengan pihak lain, untuk
meningkatkan kualitas dan kuantitas pelayanan.
(2) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan berdasarkan
prinsip efisiensi, efektivitas, ekonomis dan saling menguntungkan.
(3) Prinsip saling menguntungkan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat

berbentuk finansial dan/atau nonfinansial.

BAB III
JENIS KERJA SAMA
Pasal 5

(1) Kerjasama dengan pihak lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat

(1), meliputi:
a. kerjasama operasional; dan
b. pemanfaatan barang milik daerah.

(2) Kerjasama operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a
dilakukan melalui pengelolaan manajemen dan proses operasional secara
bersama dengan mitra kerjasama dengan tidak menggunakan barang milik
daerah.




(3) Pemanfaatan barang milik daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

huruf b dilakukan melalui pendayagunaan barang milik daerah dan/atau
optimalisasi barang milik daerah dengan tidak mengubah status
kepemilikan untuk memperoleh pendapatan dan tidak mengurangi

kualitas pelayanan umum yang menjadi kewajiban BLUD.

BAB IV
PENDAPATAN
Pasal 6

(1) Pendapatan yang berasal dari pemanfaatan barang milik daerah

(1)

(2)

(3)

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b yang sepenuhnya
untuk menyelenggarakan tugas dan fungsi kegiatan RSUD merupakan
pendapatan RSUD.

Pemanfaatan barang milik daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

huruf b sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BABV
TATA CARA KERJA SAMA

Pasal 7
Direktur dapat memprakarsai atau menawarkan rencana kerja sama
RSUD dengan pihak lain.
Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan setelah
menerima hasil kajian dari Unit/Bidang melalui Wakil Direktur terkait.
Kajian Perjanjian kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
disampaikan kepada Dewan Pengawas untuk memperoleh

persetujuan/pengesahan.

Pasal 8

Dalam rangka persiapan rancangan kerjasama, RSUD dapat berkoordinasi

dengan Perangkat Daerah yang membidangi kerjasama.

(1)

(2)

Pasal 9
Pelaksanaan kerjasama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1)
dibuat dalam bentuk perjanjian.
Bentuk Perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai ketentuan

peraturan perundang-undangan.



BAB VI
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 10

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan

Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Nusa

Tenggara Timur.
Ditetapkan di Kupang

pada tanggal 22 9vM| 2021
bGUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR/

%/VIKTOR BUNGTILU LAISKODAT

Diundangkan di Kupang
pada tanggal 13 qu) 2021

SEKRETARIS DAERAH
/ PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR,&/
'

f BENED S POLO MAING

BERITA DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR TAHUN 2021 NOMOR 0332



